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KATA SAMBUTAN REKTOR  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
 

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. 

 

الرحيم   الرمحن هللا بسم  

 

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Saudara Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi. 

menulis buku tentang “Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer” sebagai 
bagian dari Fiqhi Muamalat merupakan sebuah langkah maju sebagai 

seorang ilmuwan harus tampil mencerahkan umat melalui tulisan 

dalam bidang kajian masing-masing, kita bersyukur kepada Allah SWT, 

dapat melahirkan karya monumental untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam. Buku tersebut 

menjadi pegangan dan bacaan yang baik bagi mahasiswa yang 

menekuni bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan lebih khusus 

ekonomi syariah dan ekonomi Islam. 

Kalau kita berbicara tentang hukum Islam sesungguhnya sangat 

luas dan dalam hukum Islam merupakan bahagian dari Syariat Islam 

yang penting dikaji dan dihidupkan yang landasan utamanya 

bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah atau Hadis Nabi SAW. Hukum 

Islam di Indonesia menjadi hukum yang hidup (living law) dan tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat, diyakini dan diamalkan oleh umat 

muslim serta ditaati oleh mereka. 

Hukum Islam di Indonesia menjadi salah satu norma yang berlaku 

secara positif. Hal ini dapat dibuktikan dari dua sisi, pertama bahwa 

hukum Islam berlaku secara yuridis formal, memiliki struktur 

kelembagaan hukum secara nasional yang dikenal dengan Peradilan 

Agama. Demikian juga telah memiliki hukum yang sudah dikodifikasi 

sebagai hukum yang berlaku secara nasional menjadi hukum positif, 

seperti Undang- undang Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan 

dan peraturan lainnya. Termasuk Hukum Ekonomi Syariah melalui 

Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah yang 

sudah mendapatkan pengakuan secara positif dalam hukum Nasional. 

kedua bahwa hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif, yang 

diyakini sebagai sebuah hukum yang wajib ditaati berdasarkan hukum-
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hukum Allah SWT. orang yang tidak mematuhi hukum Islam disebutkan 

sebagai kelompok orang fasik,1 orang yang menolak hukum Islam 

disebut sebagai orang kafir,2 orang yang melawan hukum Islam disebut 

orang yang zalim.3 

Hukum Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, dilihat dari segi 

taklifnya terdiri atas lima, yakni: wajib, Sunnat, mubah, makruh, dan 

haram. Pada bagian ini yang saya ingin jelaskan bahwa hukum Islam 

jika dilihat dari sisi objeknya, maka dapat dibagi atas beberapa: 1) al-

Ahwal al-syakhsiyah dikenal sebagai hukum yang membicarakan 

tentang Hukum Keluarga dan Peradilan Islam (Pernikahan, Kewarisan, 

dan Wasiat), 2) al-Muamalat dikenal sebagai bagian dari hukum Islam 

yang terkait dengan persoalan transaksi dan perjanjian, terutama 

terkait dengan perekonomian, seperti jual-beli, sewa- menyewa, gadai, 

perbankan, dan lain-lain. 3) al-Jinayah (masalah jarimah) adalah hukum 

yang terkait dengan perlindungan terhadap lima hal, jiwa, agama, 

kehormatan, akal, dan harta benda, sehingga ketika terjadi 

pelanggaran terhadap lima hal itu sanksinya pada hukum. 4) al-Siyasah 

wal Imarah adalah hukum yang terkait dengan politik dan 

pemerintahan, 5) al-Dusturiyah yakni hukum yang terkait dengan 

ketatanegaraan dan perangkatnya, 6) al-Duwaliyah yakni hukum 

tentang hubungan internasional dan hubungan antar golongan. 

Kalau kita perhatikan tulisan Saudara Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi, 

maka beliau menulis hukum Islam yang terkait dengan hukum 

muamalat yakni hukum-hukum yang berhubungan dengan berbagai 

macam bentuk transaksi syariah yang dilakukan dalam masyarakat dan 

umat muslim Indonesia, sekalipun tidak ditetapkan dalam bentuk 

undang-undang dan peraturan secara formal, namun tetap menjadi 

hukum yang ditaati tidak bisa dipisahkan dari masyarakat muslim 

Indonesia. Hukum-hukum yang diyakini kebenarannya tetap ditaati dan 

dilaksanakan secara meyakinkan dalam kehidupan umat sekalipun 

tidak ditetapkan berlakunya oleh negara. Ketaatan setiap muslim 

memberlakukan masing-masing pada dirinya karena terkait dengan 

ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. 

 
1 Baca Q, 5 : 45 
2 Baca Q, 5 : 44 
3 Baca Q: 5 : 47 
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karena bagi umat muslim yang penting adalah ketaatan kepada Allah 

dan Rasul-Nya4 

Kalau berbicara tentang ibadah mahdha dan ibadah ghairu mahdha. 

Ibadah mahdha adalah ibadah khusus yang memiliki ketentuan yang 

jelas dan tegas tentang syarat dan rukunnya (kaifiyatnya), seperti: 

shalat, zakat, puasa, dan haji, sedangkan ibadah ghairul mahdha5 

adalah ibadah yang tidak memiliki ketentuan secara jelas dan tegas, 

hukum-hukum yang telah saya sebutkan pada bagian terdahulu. 

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur 

tentang berbagai macam bentuk transaksi dan perjanjian, seperti jual-

beli, sewa-menyewa, gadai, perbankan, asuransi, investasi, pasar 

modal, jual beli online, industry halal, sebagai kegiatan ekonomi yang 

bersifat kontemporer, dan lain-lain yang menjadi bahasan pada tulisan 

ini. Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam rangka antisipasi menghadapi perkembangan 

dunia yang semakin terbuka tampa batas dengan globalisasi ekonomi, 

dan perkembangan industrialisasi, apalagi dalam era 4.0 menghadapi 

era 5.0, umat muslim tidak boleh tidak boleh mengalpakan dari dalam 

melakukan langkah-langkah strategis membangun ekonomi umat. 

Pengembangan ekonomi umat menjadi sebuah keniscayaan dalam 

rangka menumbuhkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga setiap muslim hendaknya bekerja dan berusaha serta 

beraktivitas dalam upaya pengembangan ekonomi umat tersebut, agar 

melakukan usaha berdasarkan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam.6 

Hukum yang ditetapkan dalam fiqhi muamalah atau hukum yang 

terkait dengan hukum muamalat itu dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menciptakan harmonisasi dalam melakukan transaksi yang memberi 

maslahat dan kemanfaatan kepada masing-masing pihak yang terlibat 

dalam setiap transaksi. Selain itu diharapkan agar terhindar dari hal- 

hal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak yang 

melakukan transaksi. Tentu perlu memperhatikan prinsip dan nilai-nilai 

yang harus dikembangkan dalam membangun ekonomi umat, yakni: 

 
4 Baca Q, 4 : 58 & 59 
5 Baca Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 
6 Ambo Asse, Konsep Islam tentang Pengembangan Ekonomi Umat (Perspektif al-Qr’an 

dan Hadis Nabi saw) Penelitian, UIN Alauddin, 2018, h. 84 
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Tauhid, istiqamah, kehalalan, thoiyibah, alfalah, keberkahan, keadilan, 

ihsan, dan bersinergi.7 

Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer adalah hukum yang 

mengatur dalam kaitannya dengan transaksi ke harta bendaan dalam 

bentuk peralihan pemilikan melalui transaksi, baik transaksi yang 

bersifat tradisional maupun yang bersifat modern atau kekinian. 

Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan hukum ekonomi 

konvensional, hukum ekonomi konvensional tidak mendasarkan 

gerakannya pada wahyu, pelaksanaannya sudah sesuai aturan hukum 

yang berlaku, berproses dengan baik sudah ada keuntungan. 

Sedangkan hukum ekonomi syariah didasarkan pada wahyu al-Qur’an 
dan Hadis Nabi SAW. memperhatikan prosesnya, jenisnya, transaksinya 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kehalalan, keuntungan, dan 

keberkahan. 

Selain itu ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam 

proses dan peran hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur 

aktivitas ekonomi mulai produksi dan distribusi sampai pada konsumsi 

agar memperhatikan prinsip dan nilai-nilai syariah yang terkait dengan 

beberapa larangan yang harus dihindari, seperti: riba, maysir, gharar, 

dan pengelolaan harta yang inklusif, produktif, mengutamakan 

kepentingan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam. 

Berbicara tentang Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer, dalam 

buku yang ditulis oleh Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi merupakan salah 

satu buku yang memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat 

kekinian membahas beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi 

kontemporer, yang mengurai bukan hanya berbagai model transaksi 

modern, namun juga membahas hukum hukumnya, prinsip-prinsip 

produk yang sifatnya universal, kelebihan buku menyajikan uraian yang 

bersifat analisis dari aspek hukum dan penerapannya di Indonesia. 

Di antara pandangan penulis yang perlu mendapat perhatian 

pembaca adalah kedudukan hukum tentang produk ekonomi 

kontemporer, menurut penulis, satu hal yang harus dipahami yang 

berkaitan dengan fleksibilitas dan dinamisasi dari hukum Islam yang 

menyebabkan bisa dikembangkan karena masalah-masalahnya 

 
7 Ambo Asse, Konsep Islam tentang Pengembangan Ekonomi Umat (Perspektif al-Qr’an 

dan Hadis Nabi saw) Penelitian, UIN Alauddin, 2018, h. 84-97 
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termasuk hal-hal yang bersifat ijtihadi. Karena nash-nash dalam hal 

muamalah merupakan nash yang diungkapkan secara global atau 

nashnya mujmal bersita umum atau tidak terurai, semuanya 

berpeluang untuk diijtihadkan. 

Dalam konteks ini pelu disadari kemungkinan adanya perbedaan 

penerapan produk karena perbedaan dari pemahaman ijtihad terhadap 

suatu persoalan yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur’an dan Sunnah. 
Adanya perbedaan tersebut merupakan khasanah kekayaan hukum 

Islam pada satu sisi, tetapi pada sisi lain juga menjadi tantangan dalam 

merespon kebutuhan inovasi produk beragam agar produk-produk 

tersebut lebih diakui sejalan dengan Syariah. 

Pada akhirnya tentu saya sebagai Pimpinan Universitas 

Muhammadiyah Makassar mengapresiasi buku ini sebagai sebuah 

karya monumental dari Saudara Dr. St. Saleha Madjid, M.Hi. semoga 

hal ini tetap dikembangkan, semoga menjadi amal jariah 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama terhadap pengembangan 

ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar pada 

khususnya dan umat muslim pada umumnya. 

 

 

ني ن لمؤم ا رش بو  بيقر   حت فو  نم  هللا   نصر  

 

Makassar, 08 Dzulhijjah 1444 H 

25 Juni 2023 M 

 

 

 

Prof. Dr. Ambo Asse. M.Ag 

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Perkembangan Hukum Ekonomi Syari’ah berlangsung dengan 
begitu pesat seiring perkembangan Ekonomi Syari’ah di Indonesia. 
Lajunya problematika Hukum Ekonomi Syari’ah searah dengan 
munculnya banyak produk produk ekonomi yang semakin kompleks 

dan kontemporer. Suatu hal yang urgen seharusnya Hukum Islam bisa 

menjawab problematika tersebut secara ijtihadiyyah, mengingat hal ini 

merupakan suatu kebutuhan bagi mayoritas umat Islam di Indonesia. 

Bila mana berbicara tentang Hukum Ekonomi Syariah kita akan 

dipertemukan dengan Fiqhi Muamalah Kontemporer. Fiqhi itu sendiri 

adalah pemahaman yang mendalam tentang Hukum Islam. Muamalah 

adalah suatu kegiatan yang mengatur hal- hal yang berhubungan 

dengan tata cara hidup hidup sesama umat manusia untuk memenuhi 

keperluan hidup sehari-hari yang termasuk dalam kegiatan muamalah 

di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain 

sebagainya. Sedangkan Fiqhi Muamalah Kontemporer adalah 

aktualisasi aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan ke harta 

bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. 

Adapun tujuan dari penulisan buku ini adalah pertama, 

memperkuat integritas sebagai Muslim yang kaffah dengan 

menggunakan Hukum Ekonomi syari’ah sebagai aktivitas ekonominya 

sehari-hari dan menambah nilai ibadah. Kedua, Mempelajari ekonomi 

syariah berarti membantu mendukung kemajuan lembaga ekonomi 

umat Islam. Ekonomi syariah bisa diterapkan pada berbagai lembaga 

seperti bank, pegadaian, asuransi, dan juga Baitul Mal wat Tamwil. 

Ketiga, mendorong untuk mengamalkan Hukum Ekonomi Syariah 

dengan cara mempelajarinya berarti mendukung gerakan Amar Ma'ruf 

Nahi Munkar. Dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah 

tentu hanya boleh digunakan untuk kebaikan dan tentunya setiap 

proyek yang menggunakan dana ini harus bersifat halal. Ini tentu juga 

mampu mendongkrak perkembangan Ekonomi Islam. Keempat, 

pentingnya belajar Ekonomi Syariah adalah diharapkan generasi unggul 
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mampu memperkuat pengamanan sosial. Hal ini berdasarkan dana-

dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah dan infaq. Dana ini 

harus bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk rakyat yang benar-benar 

membutuhkan. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka 

atau liberary research, yaitu mengumpulkan atau menghimpun data 

dengan menggunakan bahan- bahan tertulis. Penulis menggunakan 

pendapat para ahli dan fatwa ulama. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku, keputusan 

perundang-undangan dan fatwa fuqahah. Sedangkan analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat 

memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis. 

Adapun isi dari buku yang kami tulis ini adalah Akad Murabahah 

pada Perbankkan Syari’ah, Penggadaian Syari’ah, Asuransi Syari’ah, 
Investasi Pasar Modal Syari’ah, Jual Beli On Line Perspektif Hukum 
Islam, Jual Beli On Line Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam, 

Zakat Profesi dan Industri Halal di Indonesia. 

Terakhir, kami (penulis) mengucapkan banyak terima kasih 

terhadap dukungan yang luar biasa dari suami tercinta, Dr. Pantja 

Nurwahidin dan Ananda tersayang Muh.Alim Ma’arij bersama ponakan 
Sufriadi yang tidak putus putusnya selalu memberikan dukungan moril 

dan material sehingga dapat menyelesaikan buku ini disela sela 

aktivitas mengajar, membimbing mahasiswa dan sebagai konsultan 

hukum Islam serta sebagai ibu di rumah. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Penulis 

 

 

St. Saleha Madjid 
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AKAD MURABAHAH (JUAL-BELI)  

PADA PERBANKKAN SYARI’AH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan 

dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke 

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit 

banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada 

bunga (interest based), sedangkan dalam Perbankan syariah lebih 

dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis pada 

keuntungan ril yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit 

sharing). Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpunan 

dana yang dilakukan oleh Perbankan syariah, baik untuk kegiatan 

usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif.8 

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada 

masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi 

nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan 

oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif 

tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama 

maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif 

yang berlaku. Sedangkan dalam Perbankan syariah, bank menyediakan 

 
8 Zainudin Ali. (2008), Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm, 26 
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PENGGADAIAN SYARI’AH 

 
A. PENDAHULUAN 

Salah satu lembaga keuangan yang telah dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat selama ini untuk kebutuhan dana yang mendesak 

adalah Pegadaian. Praktik Rahn merupakan alternatif bagi masyarakat 

yang memerlukan dana tambahan yang bersifat mendadak yang 

memenuhi syariat Islam. Sebagian besar masyarakat yang memilih 

Gadai Syariah adalah masyarakat yang memang memahami bahwa riba 

atau bunga dilarang dalam Islam sehingga Pegadaian Syariah adalah 

solusi yang tepat bagi pemenuhan kekurangan dana, pemenuhan 

kebutuhan yang mendadak maupun alternatif pembiayaan, khususnya 

untuk investasi emas. 

Sejak tahun 2002 atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

25/DSN- MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa 

pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk 

Gadai Syariah (Rahn) diperbolehkan yaitu suatu bentuk penyerahan 

harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya. DSN juga menerbitkan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-

MUI/III/2002 tentang gadai emas, DSN MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 

tentang Rahn Tasjily. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan DSN MUI 

menjadi rujukan dan legalitas yang berlaku umum bagi lembaga 

keuangan syariah di Indonesia. Dalam aspek kelembagaan menginduk 

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. 
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ASURANSI SYARI’AH 

 
A. PENDAHULUAN 

Asuransi Syariah hadir dalam aktivitas ekonomi masyarakat Muslim 

modern sebagai jawaban atas adanya hajat umat Islam terhadap 

produk Asuransi. Alasan utama dibalik kehadiran Asuransi Syariah 

adalah agar umat Islam punya alternatif pilihan asuransi yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Serupa dengan asuransi konvensional, asuransi 

Syariah (takaful) didesain untuk menyediakan proteksi dan 

pertanggungan baik terhadap individu maupun korporasi terhadap 

kerugian maupun kerusakan atas diri maupun harta benda mereka. 

Hanya saja dalam menjalankan fungsinya, asuransi syariah 

menjalankan kegiatan usaha asuransinya berdasarkan pada prinsip-

prinsip syariah Islam. 

Secara umum Asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk 

mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia 

senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat 

menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang 

baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan 

oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua. 

Upaya tolong menolong mendominasi dalam Asuransi Syariah. 

Peserta Asuransi Jiwa Syariah saling tolong menolong dan melindungi 

melalui kontribusi ke dana Tabarru. Dana Tabarru yaitu kumpulan dana 

kebajikan dari uang kontribusi para peserta Asuransi Jiwa Syariah yang 

setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko di antara mereka. Dana 
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INVESTASI PASAR MODAL SYARI’AH 

 
A. PENDAHULUAN 

Investasi pada masa modern ini sangat dibutuhkan baik untuk 

perseorangan maupun perusahaan. Salah satu dari Investasi tersebut 

adalah Pasar Modal Syariah. Sebenarnya, Pasar Modal Syariah 

bukanlah system tersendiri yang terpisah dari sistem pasar modal 

secara keseluruhan. Secara universal, transaksi Pasar Modal Syariah 

tidak berbeda dengan Pasar Modal Konvensional hanya yang 

membedakan beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah 

memiliki produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

Pasar modal baik konvensional maupun syariah memiliki fungsi 

yang urgen bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. Pasar 

modal menggerakkan 2 peran sekaligus yaitu peran perekonomian dan 

peran finansial. Peran perekonomian dilakukan oleh Pasar Modal 

karena mempertemukan antara 2 kepentingan yaitu Investor (pemilik 

dana) dan Issuer (pihak yang memerlukan dana). Pihak Investor dapat 

menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan 

(return) sedangkan pihak Issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan Investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Sedangkan, 

Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan 
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JUAL BELI ON LINE  

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 
A. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, perkembangan bisnis On line telah tumbuh pesat dan 

menjamur di Indonesia maupun dunia international. Dalam kurun 

waktu tersebut ditemukan sebuah platform yang memungkinkan orang 

diseluruh dunia untuk terhubung satu sama lain yang disebut Media 

Sosial (Medsos). Masa sekarang, masa serba digital dengan teknologi 

dan internet semakin maju dan menjadi satu kebutuhan dalam 

mempermudah urusan manusia. Berbagai media sosial mulai banyak 

dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah produk dan dijadikan 

salah satu strategi bisnis oleh beberapa pelaku bisnis. 

Teknologi dan internet berperan penting dalam berbagai bidang 

termasuk bidang perdagangan serta jasa. Dalam bidang perdagangan 

misalnya, kita dapat melihat jelas bagaimana menjamurnya E-

commerce di Indonesia berkat perkembangan internet. Sementara itu, 

perkembangan pada bidang jasa pun tak kalah pesatnya yang dengan 

jelas bisa dilihat dari bermunculannya berbagai Marketplace bagi para 

penyedia dan pengguna jasa, misalnya Freelancer, Sribulancer, 

Projects.co.id dan lain-lain. 

Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis Offline seperti 

biasanya yang membedakan keduanya adalah jual beli On line 

merupakan transaksi yang dilakukan tanpa bertemu langsung 

sedangkan dalam bisnis Offline terdapat toko atau tempat bisnis. Bisnis 
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On line menggunakan media internet sebagai tempat berjualan 

sekaligus media berpromosi dengan menggunakan transaksi dan 

negosiasi dengan alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web dan 

sebagainya Jual beli On line bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai 

karena biasanya dalam sistem jual beli On line ini, penjual dan pembeli 

terjadi kesepakatan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu 

setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan. 

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas bagaimana 

perspektif Hukum Islam terhadap Jual beli On line. Bagaimanakah Jual 

beli On line yang baik dan benar dalam perspektif Hukum Islam. Penulis 

mencoba membahas terkait siapa yang bertanggung jawab atas 

kerugian pembeli karena adanya ketidaksesuaian barang di dalamnya 

menurut Hukum Islam. Hal ini dikarenakan sebagai seorang Muslim 

harus memahami apakah praktek Jual beli On line ini tidak melanggar 

aturan agamanya. 

Sebelum membahas bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap 

Jual beli On line, terlebih dahulu akan dibahas bagaimana Jual beli 

menurut perspektif Hukum Islam, dan bagaimana Jual beli Salam dan 

Istisna’ menurut Hukum Islam. 
 

B. JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM. 

Perkataan Jual Beli terdiri dari dua kata yaitu “Jual” dan “Beli”. Jual 
beli menurut bahasa adalah “menukar sesuatu dengan yang lainnya” 
sedangkan menurut Syar’i adalah saling menukar harta dengan harta 
dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam istilah bahasa 

Arab adalah “Al- Bai” yang berarti menjual, menukar dan mengganti 
sesuatu dengan sesuatu yang lain.171 

Secara terminology Jual beli adalah saling menukar harta melalui 

cara yang telah ditentukan melalui Ijab dan Qabul dan terjadi 

pemindahan kepemilikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES 

menyebutkan bahwa bai’ merupakan jual beli antara benda dengan 
benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam 

pasal di atas, dirujuk dari pengertian Jual beli dalam terminologi fiqhi 

 
171 Suhrawardi Lubis (2000), Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta, Sinar Grafika Offset) 
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JUAL BELI ON LINE DROPSHIPPING 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 
A. PENDAHULUAN 

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya 

perkembangan bisnis On line di Indonesia berkembang sangat pesat, 

salah satunya adalah bisnis On line Drop shipping. Bisnis Dropshipping 

adalah usaha dengan bertransaksi tanpa memiliki produk apapun 

dimana dalam hal ini penjual menjual produknya ke pelanggan 

bermodalkan gambar dari pemilik (suppllier) tanpa stok barang dengan 

menjual produknya dengan menaikkan harganya.204 

Dalam system Dropshipping transaksi menggunakan beberapa 

sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan 

produk secara On line, yaitu melalui forum, toko On line, blog pribadi, 

media sosial (facebook, twitter, instagram), lewat aplikasi messenger 

smartphone (bbm, whatsapp, line) dan media lainnya. Proses kerja jual 

beli On line menggunakan transaksi melalui internet tidak melalui tatap 

muka. Konsumen menghubungi Dropshipper lalu Dropshipper 

menghubungi supplier atau grosir untuk menyediakan barang. Setelah 

barangnya tersedia, Dropshipper mengirimkan barang langsung kepada 

konsumen dengan nama penjual. 

 

 
204  Al-Arif, M. Nur Rianto (2013), Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi tidak dipublikasikan, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah). 
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ZAKAT PROFESI 

 
A. PENDAHULUAN 

Dalam perekonomian modern saat ini, tidak ada keraguan bahwa 

distribusi adalah sektor yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. 

Termasuk dalam perspektif ekonomi Islam, studi distribusi pendapatan 

dari Zakat Profesi menarik perhatian serius dari ekonom Muslim karena 

memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam 

menyerukan setiap muslim yang memiliki pendapatan properti dan 

setiap properti mereka adalah hak orang lain yang harus dipenuhi / 

didistribusikan. Pendapatan properti yang didistribusikan untuk amal 

akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam dimensi 

ekonomi Islam. 

Zakat Profesi merupakan kewajiban Zakat yang masih 

diperdebatkan tentang hukumnya. Sebab, Zakat Profesi atau biasa 

disebut Zakat penghasilan sebenarnya tergolong istilah baru dalam fiqh 

Islam, dan dalam literature fiqh klasik jarang sekali ditemukan kajian 

yang secara spesifik membahas Zakat Profesi. Dengan demikian, 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam fiqhi. Yaitu, 

bagaimana Hukum fiqhi Islam tentang Zakat Profesi yang dikenal oleh 

sebagian kalangan sekarang ini? Apakah itu termasuk suatu bagian dari 

Zakat dalam Islam? Dan bagaimana Nishab, Haul dan teknis distribusi 

Zakat Profesi tersebut 
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INDUSTRI HALAL DI INDONESIA 

 
A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di 

dunia. Hal ini dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam 

mengembangkan industri berbasis halal. Halal dikatakannya tidak 

hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman tetapi juga dapat 

dikembangkan pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Produk yang 

jelas sertifikasi halalnya, tidak hanya memberikan rasa aman bagi 

penduduk muslim tetapi juga penduduk non-muslim. Sayangnya, 

potensi yang bagus ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia 

sehingga saat ini lebih banyak konsultan pengawasan produk halal 

yang berasal dari negara lain. 

Agar mampu bersaing dalam pasar industri halal di dunia tentu 

jalannya tidak mudah, beberapa kendala yang harus dihadapi 

Indonesia. Salah satu kendala adalah Pandemic Covid-19. Pertumbuhan 

Industri halal pada masa pandemic mengalami penurunan dari 

sebelum Covid-19 Sebelumnya tumbuh 6,2% sedangkan pada saat 

Pandemic Covid-19 pertumbuhannya hanya sebesar 3,1%. 

Pertumbuhan industri halal dunia menurun sebesar 50% dari tahun 

sebelum adanya Pandemi. Dampak yang sangat terasa pada sektor 

pariwisata sebesar - 70%. Kemudian diikuti penurunan sektor makanan 
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